
Mengingat 

a. bahwa dalam rangka efektifitas penyelenggaraan sistem 
pengendalian intern pemerintah, wajib dilaksanakan 
penilaian risiko yang meliputi identifikasi risiko dan 
analisis risiko; 

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penilaian risiko di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara perlu 
mengubah Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 6 
Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian 
Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka 
Utara; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan 
Bupati Kolaka Utara Nomor 6 Tahun 2018 tentang 
Pedoman Pela.ksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 
1999 tentang Penyelenggarann Negara yang Bersih dan 
Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 
Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten 
Wakatobi dan Kabupaten Kola.ka Utara di Propinsi 
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Lentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 56, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung J awab 
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Kcuangan Negara (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tarnbahan 
Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lcmbaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tarnbahan Lernbaran 
Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5494); 

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 
tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
dan Pernerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
N gara Republik Indonesia Nomor 6757}; 

9. Peraturan Pernerintah Nornor 60 Tahun 2008 tentang 
Sistern Pengendalian Intern Pemerintah (Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, 
Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 4890); 

10. Peraturan Pernerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajernen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nornor 63, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037}; 

11. Peraturan Pemerintah Nornor 12 Tahun 2017 ten tang 
Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pernerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nornor 73, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 6041}; 

12. Peraturan Pemerintah Nornor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nornor 42, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, 
Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 
6402); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi~ 
Nomor 6718); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 
tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Nezeri b 
Nomor 8 tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara 
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
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(1) Pengelolaan risiko pemerintah daerah dilakukan atas 
tujuan strategis pemer_intah daerah, tujuan strategis 
perangkat daerah, dan tingkatan kegiatannya. 

(2) Pengelolaan risiko dilakukan melalui: 
a. ~ei:igembangan budayar sadar risiko pengelolaan 

risiko; 
b. Pembentukan struktur pengelolaan risiko; dan 
c. Penyelenggaraan proses pengelolaan risiko. 

Pasal 3A 
PENGELOLAAN RISIKO 

Pedoman Penilaian Risiko disusun dengan tujuan: 
a. memberikan acuan yang aplikatif dan integratif bagi 

instansi pemerintah daerah dalam pelaksanaan 
penilaian risiko. 

b. memberikan informasi tentang adanya risiko dalam 
suatu kegiatan yang perlu diciptakan pengendaliannya. 

c. Mengantisipasi dan menangani segala bentuk risiko 
secara efektif dan ef esien; 

d. Mengidentifikasi, menganilisis dan mengendalikan 
Risiko; dan 

e. memberikan acuan dalam rangka melakukan 
pengkomunikasian dan pemantauan aktivitas 
pengendalian risiko di lingkungan pemerintah 
daerah. 

Pasal 3 

1. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan beberapa Pasal 
baru sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran 
Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2016 Nomor 3) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kolaka Utara Tahun 2020 Nomor 7); dan 

17. Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 800 / 146 Tahun 
2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Kolaka Utara. 

MEMUTUSKAN: 
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 6 TAHUN 
2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN 
RISil<O DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 
KOLAKA UTARA. 
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(1) D lam m lakukan pcngclolaan risiko dibentuk trukrur 
p ng lolaan risiko, yang l rdiri atas: 
a. Bupati bagai penanggungjawab pengclolaan ri iko; 
b. S kr tari Daerah s bagai koordinator 

p ny lenggaraan pengelolaan ri iko pcmerin Lah 
daerah; 

. Bupati dan pimpinan satuan/unil kerja scbagai Unit 
Pcmilik Risiko (UPR); 

d. Asi ten S kretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati 
sebagai unit kcpaluhan; dan 

e. Inspektur Daerah ebagai penanggung jawab 
penga asan. 

(2) Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang 
menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko 
pemerin tah daerah; 

(3) Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan 
pengelolaan risiko pernerintah daerah sebazaimana 
dimaksud. p~da ayat (1) huruf b be~enang 
mengoordinasikan pengelolaan risiko di lingku ngan 
pemerintah daerah; 

(4) Bupati dan pimpinan satuan/unit kerja sebagai UPR 
sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
bertanggung jawab melakukan pengelolaan risiko di 
lingkup kerjanya; 

0 

(5) Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati seb · - k agai 
unit epatuhan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) 

Pengembangan Budaya Sadar Risiko dan Pembentukan 
Struktur Pengelolaan Risiko 

( 1) Pengem bangan Buda ya Sadar Risiko sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3A ayat (2) huruf a dilakukan 
sesuai dengan nilai- nilai organisasi Pemerintah Daerah; 

(2) Pengembangan Budaya Sadar Risiko sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) clilakukan rnelalui: 
a. pemahaman Risiko kepada setiap pegawai di seluruh 

tingkatan organisasi disetiap satuan kerja; 
b. lntemalisasi pengelolaan Risiko dalam setiap proses 

pengarnbilan keputusan diseluruh tingkatan 
organisasi; dan 

c. Pem ban gun an/ perbaikan lingkungan pengendal ian 
yang mendukung penciptaan budaya ri iko. 

(3) sosialisasi berkelanjutan pentingnya Manajernen Risiko: 
a. pertimbangan Risiko dalam setiap pengambilan 

keputusan; 
b. Sosialisasi Berkelanjutan pentingn a Manajemen 

Risiko; 
c. Penghargaan terhadap p ngelolaan ri iko ang baik; 

dan 
d. Pcngintcgra ian Manajcmcn Ri iko dalam pro e 

orgam asi 

Pasal 38 
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(1) Unit Pemilik Risiko sebagai penanggung jawab 
pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
3C ayat (1) huruf c terdiri atas: 
a. Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah; 
b. Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II; dan 
c. Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV serta 

Sub Koordinator atau Fungsional. 
(2) Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 3H ayat (1) huruf a 
rnemiliki tugas: 
a. menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat 

pernerintah daerah; 
b. rnenyusun rencana kerja pengelolaan risiko di 

tingkat pemerintah daerah; 
c. rnelakuk.an id~ntifikasi dan analisis risiko terhadap 

pencapaian tujuan dan sasaran strategis pernerintah 
daerah; 

d. n:ie.lakuk~ . kegiatan penanganan dan pernantauan 
nsiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan 

e. rnenatausahakan proses pengelolaan risiko. 
(3) Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II sebagaimana 

Pasal 3H 

Kornite Pengelolaan Risiko sebagaimana climaksud dalam 
Pasal 5 rnemiliki tugas: 
a. rnelakukan pernbinaan terhadap pengelolaan risiko 

pernerintah daerah yang rneliputi sosialisasi, bimbingan, 
supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di 
lingkungan pemerintah daerah; dan 

b. membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan 
pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada 
Bupati c.q. Sekretaris Daerah. 

Pasal 30 

(1) Dalam rangka mendukung pengelolaan risiko 
pemerintah daerah, Bupati membentuk Komite 
Pengelolaan Risiko; 

(2) Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) terdiri atas : 
a. Bupati sebagai ketua; 
b. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan 

Daerah sebagai koordinator merangkap anggota; dan 
c. Kepala Dinas/PD sebagai anggota. 

huruf d memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada 
unit pemilik risiko di lingkungan pemerintah daerah dan 
perangkat daerah; . 

(6) Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab 
pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ?uruf 
e berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas 
penerapan pengelolaan risiko pemerintah daerah. 
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(1) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian 
~iperlukan untuk menentukan rencana penguatan 
lmgkungan pengendalian dala:m mendukung penciptaan 
budaya risiko dan pengelolaan risiko. 

(2) l~entiftkasi kelemahan lingkungan pengendalian 
dilakukan pad a tingkat Pemda denzan cara 
mengidentifikasi kelemahan- kelemahan dalam setiap 
sub unsur lingkungan pengendalian intern. 

(1) Proses pengelolaan risiko meliputi: 
a. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian; 
b. Penilaian risiko; 
c. Kegiatan pengendalian; 
d. lnformasi dan komunikasi; dan 
e. Pemantauan. 

(2) Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diterapkan dalam suatu siklus 
berkelanjutan. 

(3) Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun. 

(4) Proses pengelolaan risiko sebagaiman dimaksud pada 
ayat (1) harus menjadi bagian yang terpadu dengan 
proses manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam 
budaya organisasi, dan disesuaikan dengan proses 
bisnis organisasi. 

Pasal 31 

f. Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon Ill dan IV serta 
Sub Koordinator FP Pejabat Fungsional sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3H ayat (3) huruf c memiliki 
tugas: 
a. Melakukan identifikasi dan analisis risiko 

terhadap pencapaian tujuan dan sasaran 
kegiatan; dan 

b. Melakukan kegiatan penanganan dan 
pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis 
risiko; dan menatausahakan proses pengelolaan 
risiko. 

dimaksud dalam Pasal 3H ayat (1) huruf b merniliki 
tugas; . 
a. menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat urut 

eselon II pada PD masing-masing; 
b. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di 

tingkat unit eselon 11 pada PD masing-masing; 
c. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap 

pencapaian tujuan dan sasaran strategis PD; 
d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan 

risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan 
e. menatausahakan proses pengelolaan risiko. 
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(I) Penetapan konteks/tujuan bertujuan untuk 
menjabarkan tujuan instansi dan tujuan kegiatan 
sesuai dengan rencana strategis dan rencana kinerja 
tahunan. 

(2) Tujuan dalam pengelolaan risiko dibagi menjadi tiga 
tingkatan yaitu konteks strategis Pemda, konteks 
strategis (entitas) PD, dan konteks operasional 
(kegiatan). 

0) Tujuan dalam konteks strategis Pemda ditetapkan 
berdasarkan tujuan strategis Pemda sebagaimana 
tercantum dalam dokurnen RPJMD. 

(4) Tujuan dalam ko1:1teks strategis (entitas) PD ditetapkan 
berdasarkan tujuan strategis PD sebagaimana 
tercantum dalam doku.men Renstra PD. 

(5) Tujuan dalam konteks operasional (kegiatan) ditetapkan 
berdasarkan tujuan kegiatan yang tercantum dala 
dokumen RKA PD. m 

Pasal 3M 

Penctapan konteks/tujuan terdiri dari tahap penetapan 
konteks/tujuan dan penetapan kriteria risiko. 

(1) Penilaian risiko dirnaksudkan untuk mengidentifikasi 
risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan 
instansi pemerintah dan merumuskan kegiatan 
pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil 
risiko. 

(2) Penilaian risiko dilakukan atas: 
a. tujuan strategis Pemda; 
b. tujuan strategis (entitas) PD; dan 
c. tujuan operasional (kegiatan) PD. 

(3) Penilaian risiko atas tujuan strategis Pemda 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 
dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan 
RPJMD atau segera setelah diselesaikannya RPJMD. 

(4) Penilaian risiko atas tujuan strategis (entitas) PD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 
dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan 
renstra PD atau segera setelah diselesaikannya renstra 
PD. 

(5) Penilaian risiko atas tujuan operasional (kegiatan) PD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c 
dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan 
RKA PD atau segera setelah diselesaikannya RKA PD. 

(6) Proses penilaian risiko meliputi: 
a. penetapankonteks/tujuan; 
b. ideritifikasi risiko; dan 
c. analisis Risiko. 

Pasal 3K 
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(1) Kegiatan pengendalian merupakan tahap untuk 
mengimplementasikan rencana tindak pengendaJian 
(RTP). 

(2) Implementasi Rencana Tindak Pengendalian (RTP) 
meliputi kegiatan: 
a pembangunan infrastruktur pengendaJian yang 

an Lara lain dapat bcrupa kebijakan dan/ a tau 
prosedur; dan 

b. pclaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian. 
Pasal 3Q 

(1) lnformasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan 
telah_ terdapat ko_munikasi internal dan ekstemal yang 
efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak 

(1) Analisis risiko merupakan langkah untuk menentukan 
nilai dari suatu sisa risiko dengan mengukur nilai 
kemungkinan dan dampaknya. 

(2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana pada ayat (1) 
suatu risiko dapat ditentukan tingkat risiko sebagai 
informasi untuk menciptakan rencana tindak 
pengendalian. 

(3) Tahap pelaksanaan analisis risiko meliputi kegiatan: 
a. melakukan analisis dampak dan kemungkinan 

risiko; 
b. memvalidasi risiko; 
c. melakukan evaJuasi pengendalian yang ada dan yang 

dibutuhkan; dan 
d. menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP). 

Pasal 30 

Pasal 3N 
(I) Tdentifikasi risiko bertujuan untuk mengidentifikasi 

risiko yang dapat menghambat pencapai8:11 tujuan di 
lingkungan pemerintah daerah yang meliputi tuJ_uan 
strategis pemerintah daerah, tujuan strategis (entitas) 
PD dan tujuan operasional (kegiatan) PD. 

(2) Tahap pelaksanaan identifikasi risiko meliputi kegiatan: 
a. mengidentifikasi berbagai risiko yang mengh~_bat 

pencapaian tujuan, pemilik risiko, sebab ri siko, 
sumber risiko, dan dampak risiko; dan 

b. mendokumentasikan proses identifikasi risiko dalarn 
daftar risiko; 

(L) Penctapan kriteria penilaian risiko bertujuan 
memb rikan pemahaman yang sarna mengenai kriteria 
p nilaian dan analisis atas risiko-risiko. 

(2) Kriteri p nilaian risiko meliputi: 
a. sk la darnpak risiko; 
b. kal k mungkinan risiko; dan 

skala Lingkal risiko. 

Pasal 3N 
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(1) Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan 
risiko, pemerintah daerah menyusun laporan 
pengelolaan risiko. 

(2) Laporan pengelolaan risiko meliputi: 
a. laporan pelaksanaan penilaian risiko; 
b. laporan berkala pengelolaan risiko oleh unit pemilik 

risiko; dan 
c. laporan berkala pemantauan risiko oleh unit 

kepatuhan internal. 
(3) Laporan pelaksanaan risiko sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) h uruf a disusun setelah dilakukan 
penilaian risiko yang terdiri dari penilaian risiko 
strategis Pemda, penilaian risiko strategis (entitas) OPD 
dan penilaian risiko operasional OPD. ' 

(4) L.a~oran_ pelak~anaan risiko dibuat oleh unit pemilik 
risiko disampaikan kepada Bupati, tembusan kepada 
Sekretariat Daerah dan unit kepatuhan internal. 

(5) Laporan pelaksanaan risiko sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf a dapat berupa dokumen penilaian 
r isiko / dokumen rencana tindak pengendalian. 

(6) ~a~oran berk.ala pengelolaan risiko oleh unit pemilik 
n.s1ko sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) huruf b 
dilaktrkar, secara triwulan dan tahunan disampaik 
kepada Bupa~, dengan tembusan kep~da Sekretar~ 
Daerah dan unit kepatuhan internal. 

(7) Laporan berkala pengelolaan risiko oleh Unit Pemilik 

Pasal 38 

(1) Pemantauan dilaksanakan untuk memastikan bahwa 
pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan 
ketentuan. 

(2) Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara 
berjenjang mulai dari Kepala Daerah, Kepala OPD 
(Pejabat Eselon II), Kepala Bagian/Kepala Bid~g 
(Pejabat Eselon III), Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian 
(Pejabat Eselon IV) dan Sub Koordinator atau pejabat 
Fungsional sesuai dengan ruang ling.kup dan 
kewenangannya. 

(3) Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko pemerintah 
daerah oleh Bupati dapat didelegasikan kepada unit 
kepatuhan. 

(4) Pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat 
dilaksanakan oleh Inspektorat selaku penanggung jawab 
pengawasan pengelolaan risiko meliputi audit, reviu, 
pemantauan, evaluasi, dan pengawasan lainnya. 

Pasal 3R 

penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, p~oses 
penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan 
pengendalian. . 

(2) Pemerintah daerah menggunakan berbagai bentuk dan 
sarana informasi dan komunikasi yang efektif dalam 
melakukan pengelolaan risiko. 
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TAUPIQ S 

~~~~ DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2023 

Diundangkan diLasusua 
pada tanggal oi.., M~·, 1,01:~ 

SEKRETARJS DAERAH 
KABUPATEN KOLAKA UTARA , 

Ditetapkan di Lasusua 
pada tanggal O~ M-et 1.01.3 

Pj. tATI KOI.aKA UTARA, 

p~ 

Pasal II 
Peraturan Bupati 11ll mulai berlaku pada tanggal di 
Undangkan. Agar setiap orang menegtahuinya, 
memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka 
Utara. 

Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 
untuk tingkat entitas pemerintah daerah 
dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko pemerintah 
daerah, sedangkan untuk tingkat strategis OPD dan 
tingkat operasional OPD dikoordinasikan oleh Unit 
Pemilik Risiko Tingkat Eselon II. 

(8) Laporan berkala pemantauan risiko oleh Unit 
Kepatuhan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf c dilakukan secara triwulan dan tahunan, 
disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada 
Sekretaris Daerah. 

2. Ketentuan pada Lampiran Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 
2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara diubah 
sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati 
11ll. 
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I. PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang . 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah, khususnya Bagian Ketiga 
Pasal 13 ayat (1) yaitu Pimpinan Instansi Pemerintah wajib 
melakukan penilaian risiko; dan 

2. Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP diperlukan 
Pedoman Pengelolaan Risiko. 

B. Tujuan Penyusunan Pedoman 
Penyusunan pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan dalam: 
L mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan 

pemerin tah daerah; 
2 mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko serta 

memantau aktifitas pengendalian risiko di lingkungan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara. 

II. KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO 
A. Penetapan konteks pengelolaan risiko 

Konteks pengelolaan risiko pada Pemerintah Daerah Kabupaten 
Bombana dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Daerah, 
tujuan strategis (entitas) OPD, dan tujuan pada tingkat kegiatan 
(operasional) OPD. 
L Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah 

Pengelolaan risiko strategis Pemerintah Daerah bertujuan 
mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran 
strategis pemerintah daerah yang tertuang dalam dokumen 
Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD). 
Pengelolaan risiko strategis tingkat Pemerintah Daerah 
dilakukan oleh Bupati bersama Wakil Bupati, dibantu oleh 
Kepala OPD selaku Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemda di bawah 
koordinasi Sekretariat Daerah. 

2 Pengelolaan Risiko Strategis (Entitas) OPD 
Pengelolaan risiko strategis OPD bertujuan mengendalikan 
risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis OPD 
yang tertuang dalam dokumen Perencanaan Strategis OPD 
(Renstra OPD). 
P~ng~lolaan risiko strategi~ _OPD dil~an oleh masing-masing 
Prm~1.nan_ ?PD _bersama jajaran manajemennyn, sebagai Unit 
Pernilik Risiko Tmgkat Eselon II dan Unit Pemilik Risiko Tingkat 
Eselon lil dan _I~ dan Sub Koordinator a tau pejabat Fungsional. 

3. Pengelolaan R1s1ko Operasional OPD 
Pengelolaan ris~ko operasioal OPD bertujuan mengendalikan 
nsil_<o-nsiko pnoritas atas tujuan dan sasaran operasional 
kegiatan utama OPD yang tertuang dalam dokurnen 

LAMPI RAN 
PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA 
NOMOR b TAHUN 2023 
TENT ANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA 
UTARA NO MOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN 
PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA 

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERlNTAH 
DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA 
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Pemberita Pemberita 
an negatif an negatif 
di media di media 
sosial sosial 

intemasio 
nal 

massa 

massa 
nasional 
dan atau 
media 

Pemberita Pemberita 
an negatif an negatif 
di media di media 
lokal 

non 
belanja 
pegawai 
pada unit 
pemilik 
risiko 

anggaran 
non 
belanja 
pegawai 
pad a 
unit 
pemilik 
risiko 

anggaran anggaran 

>0,1% - >1% - 5% > 5% dari 
1 % dari dari total total 
total 

>0,01 % - 
0,1% dari 
total 
anggaran 
non 
belanja 
pegawai 
pada unit 
pemilik 
risiko 

Minor (2) 

Jurnlah 
keluhan 
pemangku 
kepentinga 
n 
(stakehold 
er) s 10 

Penurunan 
Reputasi 

2 

Sangat 
Signifika 

n tSl 

Signifikan 
(4) 

Moderat 
(3) 

s0,01 % 
dari total 
anggaran 
non 
belanja 
pegawai 
pada unit 
pemilik 
risiko 

Be ban 
Keuangan 
Negara/Da 
erah 

1 

non 
belanja 
pegawai 
pada unit 
pemilik 
risiko 

.Jurnlah 
keluhan 
pemangk 
u 
kepentin 
gan 
(stakehol 
der) > 20 

Jumlah 
keluhan 
pemangk 
u 
kepenting 
an 
(stakehold 
er) 
sebanyak 
10 s.d 20 

Tidak 
Signifikan 

(1) 

Area 
Dampak 

N 
0 

Level Dampak 

1. Skala Dampak Risiko 

perencanaan kerja tahunan OPD, seperti: Perjanjian Kinerja 
OPD (PK), dan Rencana Kerja OPD (Renja dan/atau RKPD). 
Pengelolaan risiko strategis dan operasional tingkat OPD 
dilakukan oleh masing-masing Pimpinan OPD bersama jajaran 
manajemennya, dibantu sebagai Unit Pemilik Risiko Tingkat 
Eselon II dan Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV. 

B. Penetapan kriteria penilaian risiko 
Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan 
pemaharnan yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam 
pengelolaan risiko di lingkup pemerintah daerah mengenai kriteria 
penilaian dan analisis Atas risiko-risiko yang telah diidentifikasi, 
sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko 
yang dapat diterima maupun tingkat risiko yang tidak dapat 
diterima dan memerlukan respon penanganan lebih lanjut. Kriteria 
peniaian risiko terdiri dari 3 komponen, yaitu Skala Dampak 
Risiko, Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko, dan 
Skala Tingkat Risiko (Nilai Risiko). 
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Kriteria Kemungkinan 
Level Persentase Jumlah Kejadian 

Kemungkinan dalam 1 frekuensi Toleransi 
tahun dalam 1 tahun Rendah 

Hampir tidak 0% < x s sangat jarang: 1 kejadian 
terjadi (1) 5% <2kali dalam 5 tahun 

terakhir 
Jarang terjadi (2) 5% < x s jarang: 2 kali 1 kejadian 

10% s.d. 5 kali dalam 4 tahun 
terakhir 

Kadang terjadi (3) 10% < x s cuku p sering: 6 1 kejadian 
20% s.d. 9 kali dalam 3 tahun 

2 Skala Probabilitas Risiko: 

Ada 
temuan 
pengemba 
lian uang 
ke kas 
negara 
dan/atau 
penyimpa 
ngan >5% 
dari total 
anggaran 

Ada Ada 
temuan temuan 
pengemb pengembal 
alian ran uang 
uang ke ke kas 
kas negara 
negara dan/ atau 
dan/atau penyunpa 
penyimp ngan > 1 % 
angan - 5% dari 
>O, 1 % - total 
1 % dari anggaran 
total 
anzzaran 

Ada 
temuan 
pengemba 
lian uang 
ke kas 
negara 
dan/atau 
penyimpa 
ngan s/d 
0,1% dari 
total 
anggaran 

80% 
>Capaian 
!KU ~70% 

87% 
>Capaian 
IKU ~ 80% 

92% 
>Capaian 
!KU 
~87% 

97% 
>Capaian 
IKU ~92% 

Kejadian 
fatal/kem 
atian 

menjadi 
trending 
topic 
nasional 
dan atau 
intemasio 
nal 

Sangat 
Signiflka 

n (5) 

Kesehatan 
dan 
keselamata 
n kerja 

Tidak ada 
temuan 
pengembal 
ian uang 
ke kas 
negara 
dan 
penyimpan 
gan 
material 

100% 
>Capaian 
IKU ~97% 

5 

Realisasi 
Capaian 
Kinerja 
Sa saran 
Stratezis 

Area 
Dampak 

Gangguan 
kesehatan 
fisik dan 
a tau 
mental 
be rat 
(tidak 
mampu 
melaksana 
kan tugas 
>3 minggu 
a tau 
mengakiba 
tkan cacat 
tetap atau 
gangguan 
jiwa 
permanen) 

yang 
sesuai 
fakta 

Signiflkan 
(4) 

Ganggua 
n 
kesehata 
n fisik 
dan atau 
mental 
sedang 
(tidak 
marnpu 
melaksa 
nakan 
tugas >l 
hari s/d 
3 
minggu) 

Moderat 
(3) 

Level Dampak 

Gangguan 
kesehatan 
fisik 
ring an 
(mampu 
bekerja 
pada hari 
yang 
sama) 

Minor (2) 

Tidak 
berbahaya 

Tidak 
Signiflkan 

(1) 

Temuan 
has ii 
pemeriksaa 
n BPK dan 
has ii 
pengawasa 
n 
Inspektorat 

4 

3 

N 
0 

- 13 - 



pimpinan instansi pemerintah menetapkan area yang menjadi 
prioritas perhatian sesuai dengan selera risikonya atau 
preferensinya. Dalam matriks di atas, area sangat tinggi 
menunjukkan area yang mempunyai sisa risiko yang sangat tinggi 
berarti membutuhkan penanganan dengan prioritas yang sangat 
tinggi (risiko tidak dapat diterirna). Selanjutnya, untuk area 
ekstrim, tinggi dan sedang menjadi prioritas penanganan 
berikutnya (risiko tidak dapat diteri.ma), pada area rendah dan 
sangat rendah berarti dapat ditoleransi (risiko dapat diterima). 

Deskripsi Level Level dimulai dari Penanganan Risiko status 

Ekstrirn 5 15 Risiko tidak dapat 
diterima 

Tinggi 4 10 Risiko tidak dapat 
diterima 

Moderat 3 5 Risiko tidak dapat 
diterima 

Rendah 2 3 Risiko dapat diterima 
Sangat Rendah 1 1 Risiko dapat diterima 

Skala Nilai Risiko 
Tingkat Dampak 

Matriks Analisis 2 3 4 5 1 
Risiko 5 x 5 Tidak Signifikan 

Sangat 
Minor Moderat Si@ifik.an Signifikan 

Hampir 
10 15 20 25 

5 pas ti 5 
terjadi 

.... Sering Ill 4 c: terjadi 4> ,; 
4> Kadang 
~ 3 terjadi .... 

OS ~ 
bO Jarang c: 2 ... terjadi f,,< 

Hampir 
1 tidak 

terjadi 

3. 

terakhir 

Sering terjacli (4) 20% < x s sering: 10 kali 1 kejaclian 
s.d. 12 kali dalam 2 tahun 

50% 
terakhir 

pas ti 50% < x < sangat sering: 1 kejaclian 
Hampir dalam 1 tahun 
terjadi (5) 100% > 12 kali 

terakhir 
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Bukti 
Pelaksanaan 
KSOP 

- Komite 
Pengelolaan 
Risiko 

- KeoalaOPD 

Pelaksanaan 
KSOP 

KSOP 

- Perbaikan RTP 
- KSOP 
- Notulen 

pengomunikasi 
an 

- Finalisasi 
Daftar risiko 
dan RTP 

Daftar risiko dan 
RTP Operasional 
OPD 

- Komite 
Pengelolaan 
Risiko 

- UPR Tingkat 
Pernda, 
Tingkat 
Eselon 1, 2, 
3, dan 4 

- KepalaOPD 
- Komite 

Pengelolaan 
Risiko 

- UPR Tingkat 
Pemda, 
Tingkat 
Eselon 1, 2, 
3, dan 4 

- Sekda selaku 
koordinator 

- Kepala OPD 
- Unit Pemilik 

Risiko 
Tingkat Es 3, 
40PD 

4. Agustus - Penyusunan Penyusunan 
September RKA OPD Risiko 
201X-1 (Penetapan Operasional OPD 

rencana 
sasaran & 
pagu 
anggaran 
perkegiatan] 

5. Oktober Penyusunan - Pengomunikasi 
Tahun RAPBD, an Risiko dan 
201X-l PerdaAPBD RTP, 

6. November - Penyusunan - Penyusunan 
Desember Rancangan a tau Revisi 
201X-l DPA OPD, KSOP 

Dan - Pengomunikasi 
penetapan an perubahan 
DPA OPD KSOP 

7. Januari sd Pelaksanaan Penyusunan 
Desember APBD a tau 
Tahun 201X Penyempurnaan 

KSOP (Tindak 
lanjut RTP) 

risiko 

dan 
Ko mite 
Pengelolaan 
Risiko 

Januari - Penyusunan Arahan dan 
Mei Tahun RKPD dan kebijakan 
201X-1 Renja OPD penilaian risiko 

tahunan 

3. 

sebelum 
RPJMD 5 
tahunan 
berjalan sd 
RPJMD 
ditetapkan] 

tahun 

2. Daftar Risiko dan 
RTP Strategis 
(Entitas) OPD 

- Kornite 
pengelolaan 
risiko 

- Sekda selaku 
Koordinator 

- UPR Tingkat 
Es.I/Es. 2 
(Kepala OPD 
dan Ka Biro 

Proses 
penyusunan 
Renstra OPD 

Proses 
penyusunan 
Renstra 
OPD (Satu 

1. Proses 
penyusunan 
RPJMD 
(Satu tahun 
sebelum 
RPJMD 5 
tahunan 
berjalan sd 
RPJMD 
ditetapkan) 

No Waktu 

Dokumen 
Arahan 
kebijakan 
penilaian 
tahunan 

Penyusunan 
Risiko Strategis 
(Entitas) OPD 

Taha pan Taha pan 
Output 

Taha pan 
Manajemen Pengelolaan Pelaksana Pengelolaan 

Pemda Risiko Risiko 
Proses - Arahan dan - Kornite - Dokumen 

penyusunan kebijakan pengelolaan A rah an dan 

RPJMD penilaian risiko Risiko kebijakan 
5 tahunan. - Sekda selaku penilaian risiko 

- Penyusunan Koordinator 5 Tahunan 
Risiko - UPR Pemda - Daftar Risiko 

Strategis (Kepala dan RTP 

Pemda Daerah dan Strategis 
Kepala OPD Pemda 

c. Waktu, tahapan dan pihak terkait dalam pengelolaan . ~siko 
Waktu, tahapan, dan pihak terkait dalam pengelolaan nsiko, 
adalah sebazai berikut: 
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Pelaksana 
Program dan 
kegiatan 

Berkala Pela po ran dan - UPR Tingkat - Form 
(Triwulanan) monitoring risiko Pemda, Monitoring 

dan KSOP Tingkat Risiko 
Eselon 1 dan - Form 
2, Tingkat Monitoring TL 
Eselon 3 RTP 
dan4 

- Unit 
Kepatuhan 

- Sekda 
Pemantauan - Unit - Notulen rapat 
kinerja, risiko, Kepatuhan La po ran 
dan efektifitas Pengelolaan pemantauan 
KSOP yang Risiko (triwulanan, 
di ban gun tahunan, 5 

tahunan) 
Juni - Juli Penyusunan Reviu dan - UPR Pemda Daftar Risiko 

Tahun 201X KUA PPAS pemutakhiran (Kepala dan RTP 
(Penetapan Risiko Strategis Daerah dan Strategis 
sasaran Pemda. Kepala OP Pemdayang 
makro dan - Sekda selaku dimu takhirkan 
pagu Cata tan: Koordinator 
anggaran Risiko strategis 
Pemda) Pemda akan 

direviu Dan 
dimutakhirkan 
setiap tahun 

Agustus- Penyusunan Reviu dan - Kepala Daftar Risiko 
September RKA OPD pemutakhiran Daerah dan RTP 
201X (Penetapan Risiko Strategis - Sekda selaku Strategis 

rencana (Entitas) OPD Koordinator (Entitas) OPD 
sasaran & Catatan: - Unit Pemilik 
Pagu Risiko strategis Risiko 
anggaran (entitas) OPD Tingkat Es. 2 
per kegiatan) akan diriviu dan (Kepala OPD 

dimutakhirkann dan Ka. Biro 
setiap tahun 

8. Januari Pela po ran Pela po ran - KepalaDaerah La po ran Februari Keuangan Pengelolaan - KepalaOPD Pengelolaan Tahun Risiko Tahun - UPR Tingkat Risiko Tahun 201X+l 201X Pemda, 201X 
Tingkat 
Eselon 2, 
Tingkat 
Eselon 3 dan 
4 

- Unit 
Kepatuhan 
Sekda selaku 

9. Februari coordinator 
Reviu APIP Evaluasi Inspektorat La po ran Maret pengelolaan (APIP Daerah) Tahun risiko oleh APIP Evaluasi 

201X+l Pengelolaan 
Risiko Penilaian - Kepala La po ran Maturitas SPIP Dae rah Penilaian 

- Kepala OPD Maturitas SPIP 
Inspektorat 
(APIP) Daerah 
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Diadaptasi dari AS/ NZS: 2004 
Tahapan proses pengelolaan risiko pemerintah daerah te · · b · b iku .. , nnc1 se _agai en t: (Agar dijelaskan. rincian. dan langkah-langkah 
setiap tahapan, form-form yang digunakan) 

Kegiatan Pengendalian (3) --·-·--·····- 

.. -, ------ 
• - I ·-····-···-·-······· ······-·-·--·-·······! 

Analisis Risiko ----------;.-- 

\-P~;.;ii~;~~- R-i~ik~-( -; ..... - -- - .. - . - - - - ... i 
--···---··1·· Penetapan Konteks/Tujuan ----r--------- ~ 

i I I ~ 
--------r-- ldentifikasi Risiko .. ---~--------· ~ 

I I c 
I m 

E 
Cl) 

ci. 

---···-··---- ldent1fikas1 Kelemahan LinRkungan 
Pengendalian Intern (l) 

Struktur pengelolaan risiko diuraikan sebagai berikut : 
{Agar dijelaskan pihak yang mengisi posisi pengelolaan risiko dan 
tanggung jawab / wewenangnya): 
1. Bupati sebagai Penanggungjawab; 
2 Koordinator penyelenggaraan; 
3. Unit pemilik risiko; 
4. Komite pengelolaan risiko tingkat Pemda 
5. Unit kepatuhan; dan 
6. Penanggungjawab pengawasan. 

B. Proses Pengelolaan Risiko 
Pengelolaan risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan 
segenap pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten 
Kolaka Utara denaan taha an seba ai berikut: 

• UN1TPEM i1C R5.XO 11 Est CJ12 
PENGElOlA RIS O 

• KOORD' l"DRPENVEL.ENCr.llli.AN 

UN PHAILJX lllSllO 
n PEM~ 
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i>.ss"' se;.oa/ un1 
vare o.11r11J< 

UN 
PEM~ Kepaa 
RiS <O O:r..s/OPD 

RE~r,,l 

\ Sm, 6 i I Kep:u UFTD UN HM>UX ·-··· $ Cana: 

Al'i ~O St\d;a 

.X. Eser113 
don' ~EJ \s~.s& \ I Slbba;, Sib b O I 

etda 

• PENANGGUNGJAIYABPENGAWAWI 
UN , Pf.Ml (RiS KO iU5ElON 2 

KOMITE PENGtlOlAAN 
RiSIKO 

III. PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN KOLAKA UTARA 
A. Struktur Pengelolaan Risiko 

Struktur pengelolaan risiko Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka 
Utara adalah sebagai beriku_~_t: __ __, 

PENANGGUNG JlWlB 
Bl.QI.•/ wa,.taa 



A. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian 
1. Persiapan penilaian kelemahan lingkungan pengendalian; 
2. Penilaian awal atas kerentanan lingkungan pengendalian 

melalui reviu dokumen; 
3. Survei terhadap lingkungan pengendalian melalui Control 

Environtment Evaluation (CEE); dan 
4. Simpulan kelemahan lingkungan pengendalian urusan 

wajib/pilihan. 
5. Pelaksanaan identifikasi kelemahan lingkungan 

pengendalian menggunakan form la sampai dengan le (lihat 
folder MR di D). 

B. Penilaian Risiko 
1. Penetapan Konteks/Tujuan 

a Menetapkan konteks/tujuan dan pemilihan tujuan 
urusan wajib/pilihan yang akan dilakukan penilaian 
risiko; 

b. Persiapan penilaian risiko urusan wajib / pilihan; 
(1) Menetapkan kriteria dan skala dampak dan 

kemungkinan risiko; 
(2) Menetapkan tingkat risiko yang dapat diterima. 

c Pelaksanaan penetapan konteks/tujuan menggunakan 
form 2a 2b 2c (lihat folder MR di D). 

2. Identifikasi Risiko. 
Pelaksanaan penetapan konteks/tujuan menggunakan form 
3a 3b 3c (lihat folder MR di D). 

3. Analisis Risiko 
a. Melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko dan 

Memvalidasi risiko pada form 4 dan 5; 
b. Melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang 

dibutuhkan menggunakan form 6; 
c. Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP): 

(1) Merumuskan tindakan untuk mengatasi kelemahan 
lingkungan pengendalian; menggunakan form 7 

(2) Merumuskan kegiatan pengendalian yang 
dibutuhkan dalam rangka mengatasi risiko; 
menggunakan form 7 

(3) Menyelaraskan rencana tindakpengendalian; 
(4) Menyusun rancangan informasi dan komunikasi atas 

RTPmenggunakan form 8; dan 
(5) Menyusun rancangan monitoring dan evaluasi risiko 

dan RTP menggunakan form 9. 
4. Kegiatan Pengendalian 

a Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan 
atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai 
tindak lanjut dari RTP; 

b. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian. 
5. lnformasi dan Komunikasi 

Pengkomunikasian pengendalian yang dibangun. 
6. Pemantauan 

a Pemantauan atas implementasi pengendalian; 
b. Pemantauan kejadianrisiko; dan 
c Pelaksanaan pemantauan dilaksanakan mengguna.kan 

menggunakan form 10. 
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JV. PELAP RAN 
Dalarn rangkn mendukung akuntabilitas peng lolaan risiko, 
pernerint ih ducrab p rlu m nyusun laporan . t _rkait dengan 
p ngcl I an risik b rupa Laporan Polaksana n Penilainn Risiko don 
Laper n Bcrkr l P n loin n Risiko P -merinteh Dacrah. 
A. P"I poran pcl ksnnann p milaian risiko 

1. Pelaporan Berkala Pengelolaan Rl•iko 
PelAJ: oran B rknla P ·ng elolaan Risiko dilakukan secara 
triwult n. n 
(Triwulnn l. 11, don 111) dun l hunan [Triwulan IV) oleh Unit 
Pcrnilik Ri iko 
( PR). Unit K patuhan dan I omite Pengelol an Risiko 

2 Pelaporan Unit Pemilik Risiko (UPR) 
P laporan pengclolaan risiko dilakukan secara lriwuJanan, dan 
tahunan. 
Pelaporan berkala pengeloJaan risiko oleh unit pemiJik risiko 

3. Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko 
Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko d ilakuk an secara 
triw ulanan 
[Triwulan I. II, dan 111) dan tahunan [Triwulan IV) oleh Unit 
Pcmilik Ri iko (UPR), Unit 1 patuhan dan Komite Pengelolaan 
Ri~iko. 

4. Pelaporan Unit Pemilik Risiko (UPR) 
Pelap r 1 p ms lolaan risiko dilakukan secara triwulanan, dan 
tc hunan. P laporan untuk Lingkat entitas pemerintah daerah 
dikoordinasikan 

Pel c. par n berkala pemantauan pengelolaan risiko oleh unit 
kep ruhan internal 
Pelaporan Unit Kepatuhan 
Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko pemerintah daerah 
oleh Kepala Daerah dapat didelegasikan kepada Unit Kepatuhan. 
Unit kepatuhan bertanggung jawab memantau pelaksanaan 
pengelolaan risiko pada unit pernilik risiko. Sekretaris Daerah 
dapat bertindak sebagai unit kepatuhan pada OPD. Pernantauan 
dilakukan untuk memastikan setiap tahapan pengelolaan risiko 
telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sejak penilaian 
kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan 
pelaksanaan kegiatan pengendalian. Laporan triwulanan dan 
tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko disusun oleh 
Unit Kepatuhan Internal. 
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